
 

 

 
 

 
 

 
GUBERNUR JAWA TENGAH 

 

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH 

NOMOR  71  TAHUN 2013 

TENTANG 

TATA CARA PEMISAHAN PERSEROAN TERBATAS SARANA PEMBANGUNAN 

JAWA TENGAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS SARANA  

PATRA HULU CEPU 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR JAWA TENGAH, 

 

Menimbang:  bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perseroan 

Terbatas Sarana Patra Hulu Cepu, perlu menetapkan Peraturan 

Gubernur tentang Tata Cara Pemisahan Perseroan Terbatas 

Sarana Pembangunan Jawa Tengah Kepada Perseroan Terbatas 

Sarana Patra Hulu Cepu; 

Mengingat  :   1.   Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-

Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 

Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2387); 

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan 

Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4152); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4844); 

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4756); 



 

 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4389); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang 

Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 

Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261); 

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 

2005 tentang Pendirian PT. Sarana Pembangunan Jawa 

Tengah; 

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor  4  Tahun 

2008 tentang Urusan Kewenangan Yang Menjadi 

Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah  

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008  

Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);  

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor  15  Tahun 

2013 tentang Perseroan Terbatas Sarana Patra Hulu Cepu 

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 

15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Nomor 6); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan :  PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMISAHAN 

PERSEROAN TERBATAS SARANA PEMBANGUNAN JAWA 

TENGAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS SARANA PATRA 

HULU CEPU 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah. 

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 

 



 

 

4. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah Perseroan 

Terbatas Sarana Pembangunan Jawa Tengah. 

5. Perseroan Penerima Peralihan adalah Perseroan Terbatas Sarana Patra 

Hulu Cepu.  

6. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah 

pemegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan Terbatas Sarana 

Pembangunan Jawa Tengah.  

7. Direksi adalah Direksi Perseroan Terbatas Sarana Pembangunan Jawa 

Tengah.  

8. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris Perseroan Terbatas Sarana 

Patra Hulu Cepu.  

9. Pegawai adalah Pegawai Perseroan Terbatas Sarana Pembangunan Jawa 

Tengah.  

10. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk 

memisahkan usaha yang mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva 

Perseroan beralih karena hukum kepada Perseroan Penerima Peralihan, 

dan Perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut tetap ada. 

 

 

BAB II  

TATA CARA PEMISAHAN  

 

Pasal 2 

Perbuatan hukum Pemisahan wajib memperhatikan kepentingan: 

a. Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan Perseroan; 

b. kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan; dan 

c. masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha. 

 

Pasal 3 

(1) Pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dalam RUPS. 

(2) Keputusan RUPS mengenai Pemisahan sah apabila diambil sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Direksi Perseroan yang akan melakukan Pemisahan wajib mengumumkan 

ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar dan 

mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari Perseroan yang 

akan melakukan Pemisahan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga 

puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS. 

 

Pasal 4 

Rancangan Pemisahan yang telah disetujui RUPS dituangkan ke dalam akta 

Pemisahan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia. 

 

Pasal 5 

(1) Pemisahan dilakukan dengan cara Pemisahan tidak murni. 

(2) Pemisahan tidak murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena 

hukum kepada Perseroan Penerima Peralihan. 

 



 

 

 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 6 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi              

Jawa Tengah. 

 

 

Ditetapkan di Semarang 

pada tanggal 26 Nopember 2013                

GUBERNUR JAWA TENGAH, 

 

 ttd 

 

       GANJAR PRANOWO 

 

 

Diundangkan di Semarang 

Pada tanggal 26 Nopember 2013 

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 

JAWA TENGAH, 

Asisten Ekonomi Dan Pembangunan 

 

ttd 

 

SRI PURYONO KARTOSOEDARMO 

 

 

 

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 71. 

 

 


